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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  

DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI (MENKUMHAM)  
DAN PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

(PPUU DPD)  
DALAM RANGKA  EVALUASI PROLEGNAS  

DAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2024 
 
 

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024 

TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023 

 

Tahun Sidang : 2023-2024 
Masa Persidangan : I 
Rapat Ke : 8 
Jenis Rapat : Rapat Kerja 
Sifat Rapat : Terbuka 
Hari/tanggal : Senin, 11 September 2023 
W a k t u : Pukul 13.15 WIB s/d 13.40 WIB. 
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi 
A c a r a  : Evaluasi Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, 

Prolegnas RUU Perubahan Keenam Tahun 2020-2024, dan 
Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024  

Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH 
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H. 
Hadir : 1. Anggota: 

Hadir 27 Orang dan Ijin 5 Orang dari 7 Fraksi dari 80 
Orang Anggota. 
 

2. Undangan: 
- Menteri Hukum dan HAM RI (MENKUMHAM)/diwakili 

oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI beserta 
jajaran;   

- Ketua Panitia Perancangn Undang-Undang (PPUU) 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beserta jajaran. 
  

 

I. PENDAHULUAN. 
 

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI (MENKUMHAM) 
dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU 
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DPD) dalam rangka Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 
Tahun 2024 dipimpin dan dibuka oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi 
Agtas, S.H., M.H. 
 

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.15 WIB, dan dinyatakan terbuka 
untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan 
mempersilakan Wakil Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan PPUU DPD untuk 
menyampaikan pandangan atas Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas dan 
Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024. 

 

 
 

II. KESIMPULAN. 
 
Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang 
Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyetujui untuk 
menyepakati: 

1. Menerima penjelasan Pemerintah terkait dengan permintaan Evaluasi Kedua 
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 untuk memasukkan RUU tentang Daerah 
Khusus Jakarta dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023. 

2. Pembahasan lebih mendalam dan komprehensif atas evaluasi kedua Prolegnas 
RUU Prioritas Tahun 2023, Prolegnas RUU Perubahan Keenam Tahun 2020-
2024, dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 akan dilakukan 
pada tingkat Panja.  

3. Rapat Panja dijadwalkan pada Senin, 11 September 2023 pukul 14.00 WIB. 
Kepada Fraksi-Fraksi untuk segera mengirimkan nama-nama Anggota Panja 
melalui Sekretariat Badan Legislasi.  
 

 

III. PENUTUP 
 
Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang 
Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka 
Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 ditutup 
pukul 13.45 WIB. 
 

 Jakarta, 11 September 2023 
AN. KETUA RAPAT/ 

SEKRETARIS, 
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